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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi
Transliterasi Arab-latin yang digunakan dalam penulisan tesis
ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi Pascasarjana*
dengan keterangan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab Nama I_L“;,:il:]f Nama
‘ Alif - Tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
O Ta’ T Te
< Sa’ TH Te dan Ha
z Jim J Je
« Ha’ H Ha (dengan titik di
bawahnya)
z Kha’ Kh Ka dan Ha
2 Dal D De
3 Zal DH De dan Ha
D Ra’ R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es

*Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam
Negeri (UIN) Ar-Raniry (Darussalam-Banda Aceh, 2019/2020), him.123-131.
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o Syin SY Es dan Ye
c ] s | s | Bl
” bd | e
P e | r | e
L 77 7 Zet Sic\e,\r/lé:]r?:yg;ikdi
d ‘Ain I Koma terbalik di
atasnya

2 Ghain GH Ge dan Ha

- Fa’ F Ef

3 Qaf Q Qi

d Kaf K Ka

J Lam L El

B Mim M Em

O Nun N En

) Waw W We

ofs Ha’ H Ha

3 Hamzah - Apostrof

& Ya’ Y Ye
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Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Wad° s
‘iwad P
Dalw &
Yad 4
hiyal =
taht u@’
. Mad dilambangkan dengan 4, 7, dan i. Contoh:
Ula Il
strah g0
Dha I
Iman Oy
F1 J
Kitab o
sihab .
Juman b
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4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

tidak

Awj q
Nawm o4
Law i
Aysar H
Syaykh i
‘aynay o
5. Alif ( ') dan waw ( s) ketika digunakan sebagai tanda
baca  tanpa fonetik yang bermakna
dilambangkan. Contoh:
Fa‘ald I slad
Ula3’ika il
Uqiyah i )

6. Penulisan alif magsiarah () yang diawali dengan baris

fathah () ditulis dengan

lambang 4. Contoh:

hatta PN

mada e

Kubra sS
Mustafa sihiad

7. Penulisan alif mangisah (s) yang diawali dengan baris
kasrah (<) ditulis dengan 7, bukan #y. Contoh:

Radrt al-Din

al-Misr1

d)a.d\
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8. Penulisan 3(ta’ marbiitah)
Bentuk penulisan 3(ta’ marbttah) terdapat dalam tiga
bentuk, yaitu:
a) Apabila 3ta’ marbutah) terdapat dalam satu Kkata,

dilambangkan dengan o(ha’). Contoh:
salah 82ba

b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “
> 7. Contoh:

al-Risalah al-bahiyah Vidagal) Al )

c) Apabila 3ta’ marbutah) ditulis sebagai mudaf dan
mudaf ilayh, maka mudaf dilambangkan dengan “t”.
Contoh:

wizarat al-Tarbiyah A il s ) s

9. Penulisan #(hamzah)
Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

a) Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan
dengan “a”. Contoh:

Asad 2l
b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan‘
> . Contoh:
mas’alah Ala

10. Penulisan s(hamzah) wasal dilambangkan dengan “a”.
Contoh:

Rihlat Ibn Jubayr ool
al-istidrak <l xiuy)
kutub igtanat’ha i) S

11. Penulisan syaddah atau tasydid.
Penulisan syaddah bagi konsonan waw ()
dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi



konsonan ya’ (g)dilambangkan dengan “yy” (dua huruf'y).

Contoh:
Quwwah 58
‘aduww 33
Shawwal ) g
Jaw N
Al-Misriyyah 4 yadll
Ayyam Al
Qusayy =t
Al-Kashshaf ala<l)

12. Penulisan alif lam (J')
Penulisan J'dilambangkan dengan “al” baik pada J!

shamsiyyah maupun Jlgamariyyah. Contoh:
al-asl Jay)
al-athar B
Abii al-Wafa’ KUY
Maktabat al-Nahdah al- Misriyyah 4 paall Lngill 41380
bi al-tamam wa al- alailly JLaSll
Abii al-Layth al-Samargandi @ el Sl

Kecuali: Ketika huruf Jberjumpa dengan huruf Jdi depannya,
tanpa huruf alif (), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbayn1

13. Penggunaan “ ' ” untuk membedakan antara 3(dal)

dan &(ta) yang beriringan dengan huruf dengan huruf
3(dh) dan &(th). Contoh:




Ad'’ham a2l

Akramat'ha Leia SI

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya.

Allah A

Billah Al

Lillah A
Bismillah Al

Xi
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ABSTRAK

Judul : Upaya Hakim Dalam Meminimalisir Angka
Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Sabang
Pasca Sema No 1 Tahun 2022

Nama/NIM : Saiful Maulana/211010007
Pembimbing | : Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag
Pembimbing Il : Dr. Irwansyah, M.Ag.,M.H

Kata Kunci : Hakim Mahkamah Syar’iyyah Sabang,

Perceraian, SEMA

Penelitian ini membahas tentang Upaya Hakim Dalam
Meminimalisir Angka Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah Sabang
Pasca SEMA No 1 Tahun 2022. Latar belakang penelitian ini adalah
Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2022 untuk mengurangi
perceraian. Mahkamah dapat mengurangi angka perceraian dengan
cara mediasi, dan menggunakan SEMA No 1 Tahun 2022 sebagai
landasan diterimanya gugatan. apabila suami tidak memberi nafkah
lahir batin selama 12 bulan dan salalu terjadi perselisihan serta
pertengkaran yang terus menerus, terbukti telah berpisah tempat
tinggal minimal selama 6 bulan. Maka rumusan masalah yang
diangkat meliputi: Bagaimana relevansi SEMA dalam menurunkan
angka perceraian di Mahkamah Syar'iyyah Sabang, Bagaimana upaya
hakim Mahkamah Syar'iyyah Sabang dalam meminimalisir perkara
perceraian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif, yaitu penelitian yang berfokus kepada aturan hukum seperti
Undang-Undang, dan Putusan Pengadilan untuk menjawab isu yang
sedang dihadapi. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif dengan
pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang merujuk kepada
bahan-bahan hukum utama seperti teori, konsep. Berdasarkan hasil
penelitian, penulis menemukan bahwa SEMA No 1 tahun 2022 sangat
berpengaruh untuk hakim dalam meminimalisir angka perceraian,
sehingga angka perceraian semakin berkurang. Namun apabila
ketentuan hukum terpenuhi terhadap kasus perceraian ini maka hakim
wajib  menerima, untuk mencegah kekerasan dan ketidak
bertanggungjawaban.
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ABSTRACT

Title - Discusses the Judges' Efforts to Minimize
the Number of Divorces at the Sabang
Syar'iyah Court Post SEMA No. 1 of 2022

Name/NIM : Saiful Maulana/211010007

Supervisor | : Prof. Dr. Ali, M.Ag

Supervisor Il : Dr. Irwansyah, M.Ag.,M.H

Keywords : Sabang Sharia Court Judges, Divorce,
SEMA

This research discusses the Judges' Efforts to Minimize the
Number of Divorces at the Sabang Syar'iyah Court Post SEMA No. 1
of 2022. The background to this research is Supreme Court Circular
Letter No. 1 of 2022 to reduce divorce. The court can reduce the
divorce rate by mediation, and using SEMA No. 1 of 2022 as the basis
for accepting lawsuits. If the husband does not provide physical and
spiritual support for 12 months and there are constant disputes and
fights, it is proven that he has been separated from his residence for at
least 6 months. So the formulation of the problem raised includes:
What is the relevance of SEMA in reducing the divorce rate at the
Sabang Syar'iyyah Court, what are the efforts of the Sabang
Syar'iyyah Court judges in minimizing divorce cases. The type of
research used is normative legal research, namely research that
focuses on legal rules such as laws and court decisions to answer the
issues being faced. This research approach is qualitative with a
normative juridical approach, namely an approach that refers to the
main legal materials such as theories and concepts. Based on the
research results, the author found that SEMA No. 1 of 2022 was very
influential for judges in minimizing the divorce rate, so that the
divorce rate decreased. However, if the legal provisions are met in this
divorce case, the judge is obliged to accept it, to prevent violence and
irresponsibility.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa
berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan
kelamin atau bersetubuh. Menurut Sayid Sabiq, perkawinan
merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan,

. . 2
baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.

Dalam hukum Islam perkawinan merupakan suatu akad yang
ditandai dengan adanya nikah (akad nikah) yang dilakukan oleh satu
pasangan yang ajnabiyah dengan ketentuan syara’ yang telah
ditentukan dalam hukum Islam sesuai Al Qur’an dan As Sunnah.
Menurut jumhur ulama, syarat-syarat suami yang harus menafkahi
istrinya adalah:

1. lIstri tunduk kepada suaminya meskipun mereka belum
melakukan hubungansuami istri.

2. lstri sudah dewasa. Artinya dia sudah cukup umur untuk
melakukan hubungan suami istri. Jika istri masih muda dan
belum dapat melakukan hubungan suami istri, maka tidak ada
nafkah baginya karena suami berkewajiban memberikan
nafkah jika mereka telah melakukan hubungan suami istri.

3. Menikah memenuhi syarat. Jika perkawinan termasuk fasid
nikah, maka menurut sejumlah ulama rizki tidak wajib karena
fasad nikah harus batal.

4. lIstri menuruti suaminya. Jika istri durhaka (nusyuz), maka
suami tidak wajib membiayai nafkahnya. Jika nusyuz
disebabkan oleh suami, maka istri berhak mendapatkan nafkah
dari suaminya.®

Istilah kawin sebenarnya berasal dari bahasa Arab, disebut

’Mesta Wahyu Nita, Hukum Perkawinan di Indonesia, him. 1
*Abdul Aziz Dahlan, Encyclopedia of Islamic Law, (Jakarta: Ichtiar Baru
van Hoeve, 2001), him. 1282.



dengan kata nikah. Al-nikah yang bermakna al-wathi’ dan al-dammu
wa altadakhul. Ada kalanya juga disebut dengan al-dammu wa al-
jam’u atau ibarat ‘an al-wath waal-'aqd yang bermakna bersetubuh,
berkumpul dan akad* Secara terminologi kawin atau nikah dalam
bahasa Arab disebut juga “ziwaaj”, sehingga perkataan nikah
mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti yang sebenarnya
(hakikat) dan dalam arti kiasan (majaaz).’

Perkawinan juga memiliki beberapa prinsip dasar yang harus
dipegang oleh setiap pasangan suami istri, seperti kerelaan, keadilan,
kepatutan, dan kemurnian Sifat berperan sertanya negara terbukti
melalui instrumen produk hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1972
Tentang  Perkawinan  (Selanjutnya disebut  UndangUndang
Perkawinan). Serta Kompilasi Hukum Islam.

Dari beberapa konsep tersebut bisa dimengerti bahwa misi
perkawinan itu memiliki keluarga yang bahagia baik lahir maupun
batin, berdasarkan pedoman kitab suci al-Qur’an. Hal inipun sesuai
dengan Q.S Al-Ram Ayat 21:

g %zﬁ,@ 28 6 o 0. o (o0 (el e A s (7 0 & A% 0¥ o ST AT. 0T e
& o) RS 8558 S (e L) 1 30T gl aSCLAT 1A 2D gl O gl 2
O3Sag o3l oY Sl
Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian

*Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di
Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974
Sampai KHI, Prenada Media, Jakarta, 2004, him. 38. Bandingkan juga dengan
AW. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Pustaka
Progressif, Surabaya, Cetakan Keduapuluh Lima, 2002, halaman 1461. Lihat juga
As- Shan"ani, Subulus Salam, Penerjemah Abu Bakar Muhammad, Al-1khlas,
Surabaya, Cetakan Pertama, 1995, him. 393.

°Maghfirah, “Definisi Nikah dan Pengaruhnya terhadap Istimbath Hukum,
Jurnal Hukum Islam, Vol. VIII No, 6, Desember 2007, him. 648.



itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Al-
Ram [30] : 21).°

Dari ayat di atas bisa mengambil pelajaran bahwa kehidupan
rumah tangga, Kkhususnya perkawinan dalam Islam selalu
membayangkan akan rumah tangga yang berjalan utuh serta
sempurna, kemudian akan memiliki keturunan, serta menua bersama
hingga maut memisahkan. Akan tetapi dalam kehidupa ini tidaklah
semua akan seperti yang kita harapkan, karena mencapai tujuan
perkawinan tersebut sangatlah sulit, banyak pasangan suami dan istri
yang gagal dalam usaha membangun rumah tangga yang teratur dan
damai karena adanya perbedaan yang menimbulkan perselisihan.
Meskipun keduanya telah berusaha untuk membuat suasana rumah
tangga yang damai dan tentram tetapi tetap tidak berhasil. Oleh karena
itu, Islam mengajarkan bahwa putusnya suatu perkawinan merupakan
langkahterakhir dalam upaya memelihara hubungan keluarga, Karena
Perceraian menjadi satu-satunya ‘“obat” untuk mengakhiri rumah
tangga yang penuh api pertengkaran, permusuhan dan penderitaan.’

Perceraian adalah ~kemungkinan atau peristiwa yang
diakibatkan oleh adanya ikatan perkawinan. Dalam Islam upaya
penyelesaian dilakukan sebelum perceraian dikabulkan, baik melalui
hakim (arbiter) yang ditunjuk oleh kedua belah pihak atau dengan cara
lain. Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1972 adalah “Putusnya perkawinan”. Berdasarkan Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1972, dapat diambil kesimpulan bahwa
perceraian adalah Putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan adalah
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sudah
putus.’

®Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemhnya, Aplikasi Word Add-
Ins.

"Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/ Pentafsiran Al-Qur’an, (Jakalrta: Toha Putra, 1975), him. 110.

8zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Graf
ika,2006), him. 73.



Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai
toleransi. Dengan itu Allah SWT mengizinkan sepasang suami isteri
apabila hendak melakukan perceraian hanya sebagai pintu darurat atau
jalan terakhir apabila tidak ditemukan jalan keluar untuk bersatu utuh
kembali. Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah
putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang
suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut
agama Islam, yang dapat pula disebut dengan cerai talak.’

Disebutkan dalam Hukum Agama Islam perceraian disebut
talak yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti melepaskan
atau meninggalkan. Dalam istilah figh lepasnya ikatan perkawinan
yaitu perceraian antara suami isteri. Talak secara terminologi yakni
melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan lafal talak dan
sejenisnya.’

Dua jenis perceraian yang diakui oleh hukum Islam adalah
talak (perceraian) dan fasakh (gugatan). Fasakh adalah talak yang
terjadi dari pihak istri, sedangkan talak terjadi dari pihak suami.Oleh
karena itu, jika seorang suami ingin menceraikan istrinya, disarankan
untuk mengajukan izin ke pengadilan dengan memberikan alasan-
alasan tertentu. Sebaliknya, jika seorang istri ingin menggugat
suaminya, disarankan agar dia hadir di pengadilan. **

Mahkamah Syar’iyyah mempunyai peran penting dalam
proses perceraian sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-
undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989 pasal 65, Pasal 39 ayat (1)
Undang-undang Nomor 1 tahun 1972 tentang perkawinan, serta Pasal
115 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum islam
yang berbunyi : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

®Dahwadin, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di
Indonesia” Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 11 No.1, Juni 2020,
him. 89.

YAbdul Ghafur Anshari, Hukum Perkawinan Islam, (Perspektif Fikih dan
Hukum Positif), (Yokyakarta : Ull Pres, 2011), him. 105-106.

“Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet
I, (Jakarta: Kencana, 2006), him. 18.



Mahkamah Syar’iyyah setelah Mahkamah Syar’iyyah tersebut
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*
Mahkamah Syar’iyyah merupakan pengadilan tingkat pertama dalam
lingkungan mahkamah Syar’iyyah."> Mahkamah Syar’iyyah diartikan
sebagai kekuasaan negara yang berwenang menerima, memeriksa,
mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu dari umat
Islam guna menegakkan hukum dan keadilan.*

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, perkara yang menjadi wewenang Mahkamah
Syar’iyyah adalah perkara pada bidang berikut: Perkawinan,
Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infag, Shadagah, Ekonomi
Syari’ah. Sejalan dengan hal tersebut, penjelasan umum dari Undang-
Undang No. 1 Tahun 1972 tentang perkawinan angka 2 huruf (e)
menyatakan, “karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk
keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini
menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk
memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta
harus dilakukan didepan sidang pengadilan”.15

Pasal tersebut terlihat jelas bahwa Mahkamah Syar’iyyah
adalah suatu lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk
menyelesaikan  permasalahan perdata - bagi orang-orang Islam,
khususnya perkawinan, dalam hal ini perkara perceraian. Dengan
kewenangannya tersebut Mahkamah Syar’iyyah mempunyai hak
untuk mengupayakan pencegahan terjadinya perceraian.

Pada pasal 31 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksana
Undang-undang No 1 Tahun 1972 tentang perkawinan, dalam Pasal

'?Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Tim Redaksi,
2011), him. 35.

BCik Hasan Bisri, Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat
Indonesia, Cet. |, (Bandung: Remalja Rosda Karya, 1997), him. 36

“Cik Hasan Bisri, Peradilan Islam Dalam..., him.36

Bpasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



tersebut di sebutkan bahwa hakim dalam sidang perceraian diharuskan
untuk mendamaikan kedua belah pihak selama pemeriksaan belum
diputuskan.'® Selain itu dalam Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam juga di sebutkan bahwa
perceraian harus dilakukan di depan persidangan dalam Mahkamah
Syar’iyyah, dan putusan perceraian dapat dilakukan setelah
Mahkamah Syar’iyyah tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pihak.!

Maka untuk memperkuat dan mempermudah perkara tersebut
Mahkamah Agung dapat menggunakan Surat Edaran Mahkamah
Agung atau SEMA, sehingga dapat melancarkan perkara sesuai
arahan dan kesimpulan yang tepat sebagaimana yang diatur, maka di
dalam Surat Edaran Mahkamah No 1 Tahun 2022 bahwa isi dari
SEMA tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan
memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

1. Perkara perceraian dengan alasan suamifistri tidak
melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya
dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri  tidak
melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas)
bulan.

2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika
terbukti suamifistri berselisih dan bertengkar terus menerus
atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan.

Dalam dua hal diatas perlu di ketahui bahwa, kasus yang
terjadi di Mahkamah Syariah Sabang sangat banyak antara lain,
berawal dari perselisihan dan cekcokan yang berakibat pertengkaran

pp_ No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUD No 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan.

Ynstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
Pasal 115.



hingga menjadi kekerasan dalam rumah tangga. Namun latar
belakang kasus tersebut antara lain:

1. Adanya ikut campur pihak ketiga seperti ibu, ayah dan lain
sebagainya, dari pihak keluarga.

2. Terdajinya KDRT dari dua arah yaitu, KDRT fisik dan
KDRT mental, yang mana suami selalu mengejek istri
dengan bahsa-bahasa kasar.

3. Ketidak bertanggungjawaban suami terhadap istri dalam
memberi nafkah lahir dan batin.

4. Kesibukan suami yang tidak bermanfaat dan dapat
merugikan fenensial keluarga dan keharmonisan dalam
berumah tangga, seperti suami sering pulang larut malam
dan berjudi.

Maka dari itu, prinsip yang mempersukar perceraian adalah
mampu mengendalikan dan = menghentikan lonjakan  angka
perceraian. Pasal 115 Kompendium Hukum Islam menjelaskan
bahwaperceraian hanya dapat dilakukan di Mahkamah Syar’iyyah.
Tafsir alinea pertama Pasal 39 “UU Perkawinan” mengatur asas
mempersukar perceraian, yaitu selama proses perceraian, hakim harus
berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan suami istri.
Selain itu dapat diketahui bahwa tujuan dari proses ini yaitu untuk
merealisasikan tujuan dari suatu perkawinan berdasarkan Undang-
Undang Perkawinan, serta sebagai wujud dari terciptanya asas
mempersukar perceraian. Sejalan dengan keberadaan asas
mempersukar perceraian yang diciptakan untuk meminimalisir angka
perceraian, maka dalam hal ini pada dasarnya upaya perdamaian ini
juga dilakukan untuk meminimalisir dan mengurangi angka
perceraian®

BUmmul Khaira, “Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara
Perceraian ( Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar’iyah
Bireun) (Reconciliation Efforts In A Divorce Lawsuit (A Review To The In-absentia
Decision At The Shariah Court Of Bireun)”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.
18, No. 3, 2018, him. 321.



Dalam hal ini menunjukkan bahwa menurut asas ini,
perceraian harus dilakukan dengan cara yang baik di pengadilan, dan
undang-undang mengatakan bahwa perkawinan harus dipertahankan.
Proporsi hukum dari pasal ini adalah bahwa suami dan istri memiliki
alasan untuk memutuskan hubungan pernikahan. Hakim membuat
pendapat selama persidangan, dan suami dan istri ingin mencabut
gugatan dan memutuskan untuk menyelesaikannya, tidak berjalan
seperti yang diharapkan apabila dikaitkan dengan maraknya
perceraian. Meskipun demikian perlu digaris bawahi bahwa apabila
dikaitkan dengan tujuan perkawinan yang dicita-citakan oleh
Undang-Undang asas ini dapat dikesampingkan sebab tujuan
perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan
kekal, jika keadaan rumah tangga yang sudah tidak bisa lagi
diselamatkan maka dalam hal ini perceraian adalah jalan terakhir."®

Asas untuk mempersukar terjadinya perceraian dalam
undang-undang dam juga SEMA ini tidak semata-mata
menghilangkan sebab terjadinya perceraian, apabila permasalahan
antara kedua suami istri memang sudah sangat tidak bisa didamaikan
kembali, maka sejatinya Pengadilan pasti akan tetap memberikan
keputusan yang baik dan benar sehingga memutuskan cerai terhadap
keduanya. Namun, Pengadilan sangat harus berupaya semaksimal
mungkin agar bisa mendamaikan kedua belah pihak agar suatu
perceraian tersebut sangat tidak bisa terjadi, Hal ini harus dilakukan
karena sebagai wujud dari upaya asas mempersukar suatu perceraian
supaya tingkat perceraian yang terjadi di masyarakat tidak semakin
meluap.

Seperti yang kita ketahui, Perkara Perceraian yang terjadi di
Mahkamah Syar’iyyah angka dari tahun ketahun terus mengalami
peningkatan. Khususnya Pada Mahkamah Syar’iyyah Sabang diilihat
penerapan asas mempersukar terjadinya perceraian dari segi kuantitas

YMuhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian, (Jakarta Timur: Sinar
Grafika, 2012), hIm.38.



belum secara penuh menerapkan Asas ini, hal ini dapat di lihat pada
tabel di bawah ini;

Tabel 1.1 Tingkat perceraian di Mahkamah Syariah Sabang Kelas 1B

Jenis Perkara
Jumlah i
No Tahun Cerai Talak | Gugat Cerai
1 2022 24 52 76
2 2023 22 52 74

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa
angka perceraian sering meningkat dari tahun ketahun, sehingga
penulis sangat tertarik untuk meneliti kasus ini, yang mana telah
penulis sampaikan sebelunya bahwa Mahkamah Agung memiliki
Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA untuk melancarkan
perkara-perkara yang terjadi di Mahkamah Agung (MA), antara lain
dapat mengurangi angka perceraian yang terjadi dalam kalangan
masyarakat, dengan tujuan antara lain, untuk menjaga akan terjadi
gangguan piskologis anak yang dapat mempengaruhi kehidupan masa
depan mereka, sehingga lahir lah penerapan asas untuk mempersulit
perceraian dengan tujuan jangan bercerai, kecuali dapat diterima oleh
hakim atas aduan atau alasan yang di ajukan untuk alasan bercerai,
maka peran hakim ketika itu terlebih dahulu adalah untuk berupaya
mendamaikan para pihak agar dapat mempertahankan ikatan
perkawinan mereka.

Maka dari itu, berdasarkan paparan diatas peneliti sangat
tertarik untuk meneliti lebih dalam terhadap kegunaan dan
penggunaan SEMA dalam mengatasi situasi dan kondisi perkara
yakni, apakah dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No 1
Tahun 2022 dapat mempersukar perceraian. Karena, selain dari
mempersurat perkara perceraian, mahkamah juga dapat mengurangi
angka perceraian dengan cara damai dan penuh kasih sayang antara
satu sama lain. Oleh sebab itu, penulis ingin mengkaji sejauh mana
penerapan SEMA No 1 Tahun 2022 mengenai dikabulkannya
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gugatan apabila perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
akan dikabulkan jika terbukti telah berpisah tempat tinggal minimal
selama 6 bulan bulan.

Berdasarkan latar belakang dan uraian-uraian yang telah
dipaparkan, maka permasalahan pokok yang dijadikan obyek bahasan
adalah bagaimana pengaruh SEMA dalam rangka penurunan angka
perceraian di Mahkamah Syar'iyyah Sabang dan bagaimana
pertimbangan hakim mahkamah Syar'iyyah Sabang dalam
meminimalisir perkara perceraian. Maka dari latar belakang masalah
tersebut penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait, “Upaya Hakim
Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Di Mahkamah
Syar’iyah Sabang Pasca SEMA No 1 Tahun 2022.”

1.2 Rumusan Masalah

Dari rumusan maslah yang akan menjadi penelitian penulis
adalah:

1. Bagaimana Relevansi SEMA dalam menurunkan angka

perceraian di Mahkamah Syar'iyyah Sabang.
2. Bagaimana upaya hakim Mahkamah Syar'iyyah Sabang
dalam meminimalisir perkara perceraian.

1.3 Tujuan Peneliti

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana Relevansi SEMA dalam
menurunkan angka perceraian di Mahkamah Syar'iyyah
Sabang.

2. Untuk menganalisis bagaimana upaya hakim Mahkamah
Syariyyah  Sabang dalam meminimalisir  perkara
perceraian.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya karya ilmiah ini, diharapkan dapat memberi
manfaat yang dapat dipetik.Adapun manfaat yang diharapkan dari
penelitian ini adalah untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam
Mahkamah Syariyyah, terutama tentang SEMA no 1 tahun 2022
terhadap angka perceraian dan dapat menambah wawasan serta
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pengetahuan penulis dan untuk mengetahui ketentuan Mahkamah
Syariyyah pada permasalahan SEMA No 1 Tahun 2022 terhadap
angka perceraian di mahkamah Syar'iyyah Sabang, adanya bahan
kajian untuk mempelajari permasalahan ini lebih lanjut tentang
pemberlakuannya dalam masyarakat.

1.5 Penjelasan Istilah
Penggunaan kata yang cocok merupakan sebuah hal yang

penting yang harus diperhatikan. Akan fatal jadinya apabila ada kata-
kata yang tidak sesuai dapat diatasi dengan penjelasan atau
pembahasan terhadap kata-kata yang terdapat dalam judul tesis ini.
Sebelumnya perlu ditegaskan dan diingat kembali yang memberi arti
suatu kata adalah manusia bukan kata itu sendiri, sehingga wajar
keberagaman arti tidak dapat dihindari.

Untuk mendefinisikan suatu istilah, paling tidak ada tiga sisi
yang perlu diperhatikan. Pertama sisi Bahasa. Kedua kamus terletak,
atau disebut juga definisi secara terminology. Ketiga sisi komunikasi
praktis sehari-hari. Dari ketiga jenis pendefinisian istilah tersebut,
penulis menggunakan dua cara saja, yakni definisi secara Bahasa dan
sastra istilah. Tesis ini berjudul: Penurunan Angka Perceraian Di
Mahkamah Syar'iyyah Sabang (Analisis Berdasarkan SEMA No 1
Tahun 2022). Adapun istilah yang ingin dijelaskan adalah sebagai
berikut:

1. SEMA No 1 Tahun 2022

SEMA adalah singkatan dari Surat Edaran Mahkamah

Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022. Adapun hasil rumusan

dari Rapat Pleno pada Kamar Agama dalam SEMA Nomor 1

tahun 2022 tersebut terdapat 5 poin bahasan yakni Hukum

Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Ekonomi Syari’ah,

Hukum Jinayat serta Hukum Formil dan Hisab Rukyat. Namun

hal yang menjadi pembahasan pada Bincang Asik kali ini

befokus pada: “Dalam Upaya mempertahankan suatu
perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian
maka:
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a. Perceraian dengan alasan  suami/istri  tidak
melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin,
hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri
tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal
12 (dua belas) bulan.

b. Suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus
atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6
(enam) bulan.” Sebagaimana tertuang dalam SEMA
Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar
Agama Poin (1) Hukum Perkawinan huruf (b) poin
(1) dan (2).

2. Perceraian

Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
berasal kata “bercerai” artinya menjatuhkan talak atau
memustuskan hubungan sebagai suami istri. Perceraian
mendapatkan awalan “per” dan akhiran “an” yang
mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak,
kemudian menjadi perceraian yang berarti, hasil dari
perbuatanperceraian.?’

Dalam KUHPerdata Pasal 207 Perceraian merupakan
penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atas
tuntunan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan
alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-undang begitu
juga penjelasan serta peraturan dalam pelaksanaannya.

Menurut  Subekti, perceraian ialah penghapusan
perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan salah satu
pihak dalam perkawinan itu,? sedangkan R. Sotejo
Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin berpendapat bahwa
perceraian berlainan dengan putusan perkawinan sesudah

PGoys Keraf, Tata bahasa Indonesia, Cet. IX, (Jakarta: Nusa Indah, 1982),

him. 125.

23.

2!Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1985), him.
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perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak
terdapat perselisinan bahkan ada kehendak baik dari suami
maupun dari sitri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian
selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri®
Perceraian adalah putusnya suatu hubungan pernikahan
anatar suami istri.?*

3. Mahkamah Syar'iyyah Sabang

Mahkamah Syar’iyah adalah salah satu Pengadilan
Khusus yang berdasarkan Syariat Islam di Provinsi Aceh
sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah
Syar’iyah terdiri dari Mahkamah Syar’iyah Provinsi dan
Mahkamah Syar’iyah (tingkat Kabupaten dan Kota).
Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar’iyah dan
Mahkamah Syar’iyah Provinsi adalah kekuasaan dan
kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi
Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain
yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang
ibadah dan Syariat Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Saat
ini terdapat satu Mahkamah Syar’iyah Provinsi dan 20
Mahkamah Syar’iyah, termasuk di dalamnya adalah
Mahkamah Syar’iyah Sabang.**

1.6 Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kumpulan teori atau bahan karya ilmiah
yang sama dengan tujuan penelitian yang didapatkan dari berbagai
macam sumber yang akan digunakan dan menjadi landasan sebagai
bahan rujukan dalam melakukan kegiatan penelitian atau membuat
suatu karya tulis ilmiah.

?R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, Hukum Orang
dan Keluarga, (Bandung: Alumni, 1986) him 109

*Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam,(Jakarta: Pustala Al-Husna,
1994) him. 1.

https://ms-sabang.go.id/pengantar-ketua-ms-sabang/profil-mahkamah-
syariyah-sabang/ (diakses 2 Maret 2024).


https://ms-sabang.go.id/pengantar-ketua-ms-sabang/profil-mahkamah-syariyah-sabang/
https://ms-sabang.go.id/pengantar-ketua-ms-sabang/profil-mahkamah-syariyah-sabang/
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1. Jurnal yang ditulis oleh Zainal Abidin Pakpahan dan

Lelisar, yang berjudul Pencegahan Perceraian Dalam
Aspek Perkawinan di Masyarakat Tebing Linggahara Baru
Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2022, Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa
berdasarkan dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut
yang disampaikan kepada masyarakat tebing linggahara
baru tersebut perlunya untuk melakukan pola preventif
dalam hal perceraian sedini mungkin, karena perceraian
baru saja dapat dikabulkan oleh majelis hakim yang
memeriksa dan memutus perkara tersebut jika dengan alas
an suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah
lahir/bathin minimal 12 (dua belas) bulan atau selama 1
(satu) tahun, yang mana sebelumnya itu dapat dikabulkan
oleh hakim cukuf 3 (tiga) bulan berturut-turut jika antara
suami dan istri tidak melaksanakan kewajibannya baik
secara lahir maupun bathin.
Maka dalam hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya
aturan tersebut untuk mencegah secara preventif bagi siapa
saja yang punya niat untuk bercerai dari pasangannya harus
memperhatikan  aturan SEMA tersebut, jika tidak
diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat justru proses
gugatannya dapat ditolak oleh majelis hakim pengadilan
yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut. Maka
pentingnya  pencegahan  perceraian  dalam  aspek
perkawinan di masyarakat berdasarkan SEMA Nomor 1
tahun 2022 dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan
jadwal yang direncanakan sehingga membawa nuansa
pengetahuan yang meningkat bagi masyarakat desa tebing
linggahara baru akan pentingnya mempertahankan
perkawinan tersebut.

2. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Taufik, Dzulfikar Rodafi,
Humaidi, yang berjudul Analisis Konsistensi Hakim
Pengadilan Agama Malang Dalam Menerapkan Asas
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Mempersukar Perceraian Berdasarkan Sema No. 1 Tahun
2022 (Studi Putusan Nomor.1672/Pdt.G/2023/Pa.Mlg).
Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Berdasarkan
Pasal 8 UU 12/2011 Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2022 di Indonesia harus diterapkan oleh
jajaran dibawahnya sebab kedudukan SEMA berada di
bawah Undang-Undang dan sifatnya mengikat ke dalam
lingkungan peradilan. Hakim Pengadilan Agama kota
Malang dalam mempersukar perceraian dilandasi dengan
syariah, Undang-Undang, dan Hadist. Hakim Pengadilan
Agama kota Malang juga menerapkan SEMA Nomor 1
Tahun 2022 terkait asas perceraian dan melaksanakan
mediasi, serta terdapat dasar pertimbangan hakim dalam
mengabulka permohonan percerian terdapat dalam pasal
116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam. Hakim Pengadilan
Agama kota Malang sudah konsisten dengan asas
mempersukar perceraian, asalkan asas tersebut tidak
berbenturan dengan kasus-kasus lain yang membahayakan
nyawa seperti KDRT, hal ini sudah sesuai dengan SEMA
Nomor 1 Tahun 2022 terkait asas mempersukar
perceraian.®

3. Skripsi yang di tulis oleh irza alfandy, yang berjudul sebab-
sebab perceraian (analisis perbandingan putusan hakim
mahkamah syar’iyah singkil dan mahkamah syar’iyah
jantho). Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa
cerai hukumnya dibolehkan dalam rangka menghilangkan
mudharat dari salah satu pasangan suami istri. Terkadang
perceraian hukumnya bisa menjadi wajib jika mudharat
yang menimpa salah satu pasangan suami istri itu tidak
dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian.

ZAhmad Taufik, Dzulfikar Rodafi, Humaidi, Analisis Konsistensi Hakim
Pengadilan Agama Malang Dalam Menerapkan Asas Mempersukar Perceraian
Berdasarkan Sema No. 1 Tahun 2022, him. 208
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Sebab yang paling dominan adalah perselisihnan dan
pertengkaran terus menerus. Selain itu juga ada sebab
meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, KDRT
(kekerasan dalam rumah tangga), poligami, murtad, dan
ekonomi. kedua pertimbangan hakim dalam memutuskan
perkara tersebut setelah melihat adanya fakta-fakta yang
dapat menunjukkan bahwa sebuah rumah tangga yang
sudah rusak, selanjutnya juga hakim dapat mengabulkan
sebuah perkara perceraian setelah hubungan suami istri
tersebut secara nyata terbukti sudah pisah tempat tinggal
serta berselisih paham terus menerus selama 6 bulan sesuai
dengan  SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Hakim juga
mempertimbangkan ketika rumah tangga tersebut sudah
hancur (broken marriage) maka lebih baik diceraikan dari
pada dipertahankan karena akan banyak mudharatnya.?®

4. Skipsi yang di tulis oleh Kurniawan Bugo Santoso, Yang
berjudul Efektivitas Hukum Penerapan Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata
Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat
(Studi Di Pengadilan Agama Ponorogo). Hasil penelitian
penulis menyimpulkan bahwa Penerapan Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata
Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat
Di Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari segi teori
efektivitas hukum masih belum optimal karena ada
beberapa hal yang mengalami hambatan dalam
penerapannya. Beberapa kendala atau hambatan yang
ditemui dalam Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan
Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Di Pengadilan
Agama Ponorogo disebabkan oleh beberapa faktor,yaitu

*®Irza Alfandy, Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan
Hakim Mahkamah Syar’iyah Singkil Dan Mahkamah Syar’iyah Jantho), hIm. 63-64
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utamannya faktor masyarakat dan faktor budaya yang
mana dari faktor masyaralat yang masih minim dalm
pemanfaatan teknologi dan juga budaya malu untuk datang
ke persidangan.

Secara garis besar beberapa tawaran solusi dari sudut
pandang efektivitas hukum terhadap kendala/hambatan
yang terjadi dapat diminimalisir yaitu dengan pemanfaatan
teknologi, sosialisasi serta edukasi kepada khalayak umum
dan juga penekanan untuk menjalin sinergitas anatara
pihak pengadilan dan pihak berperkara.?’

5. Skripsi Mahfuzh Hamdi, yang berjudul Problematika
Munculnya Sema Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penolakan
Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dari
Perspektif Kepastian Hukum, Melalui Surat Tercatat (Studi
Di Pengadilan Agama Ponorogo). Hasil penelitian penulis
menyimpulkan bahwa Kedudukan SEMA No. 2 Tahun
2023 secara yuridis diakui keberadaannya dan memiliki
kekuatan hukum mengikat didasarkan pada Pasal 8 ayat (1)
UU 12/2011 dan Pasal 79 UU MA. Namun, keterikatan
aturan ini secara tidak langsung kepada masyarakat,
melainkan melalui internal pengadilan. Secara sosiologis,
SEMA No. 2 Tahun 2023 sejalan dengan fakta dan realitas
sosial yang terjadi di masyarakat. Pengesahan suatu
perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1)
UU Perkawinan dikembalikan kepada ketentuan agama dan
kepercayaan dan sebagian besar agama di Indonesia
malarang terjadinya perkawinan beda agama. Secara
filosofis, pembentukan SEMA No. 2 Tahun 2023 bertujuan
untuk menciptakan kesatuan dan kepastian hukum. Tujuan

“Kurniawan Bugo Santoso, Efektivitas Hukum Penerapan Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan
Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Ponorogo), him.
66
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tersebut merupakan salah satu cita dan nilai dasar dalam
negara hukum.

Berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023 dinilai tidak
maksimal dan optimal karena tidak memenuhi semua aspek
asas kepastian hukum dalam perspektif Gustav Radbruch
(1878-1949). Aspek kepastian hukum yang terpenuhi
dalam SEMA No. 2023 adalah aspek hukum dirumuskan
berdasarkan fakta dan aspek kejelasan dalam perumusan
hukum. Fakta dan realitas sosial perkawinan beda agama di
masyarakat sejalan dengan norma yang diatur dalam
SEMA No. 2 Tahun 2023.

Aturan ini juga dirumuskan secara jelas dan tidak ada
ambiguitas dalam isi aturannya. Aspek kepastian hukum
yang hanya terpenuhi sebagian adalah hukum merupakan
hal positif. SEMA No. 2 Tahun 2023 merupakan 80 aturan
tertulis yang resmi dan dapat diberlakukan. Munculnya
SEMA nomor 2 tahun 2023 ini juga memberi kepastian
hukum pada perkawinan beda agama seringkali menjadi
problematika di  masyarakat. Meskipun begitu masih
terdapat celah hukum dalam legalitas perkawinan beda
agama jika dihadapkan pada Undang-Undang Administrasi
Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 pasal 35 huruf a
tentang penjelasan perkawinan yang ditetapkan melalui
pengadilan.?

1.7 Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan operasional yang terdapat dalam
penelitian.?® Kerangka teori merupakan kerangka yang menjadi acuan

“Mahfuzh Hamdi, Problematika Munculnya Sema Nomor 2 Tahun 2023
Tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dari
Perspektif Kepastian Hukum, Melalui Surat Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama
Ponorogo), him.79

»Rusdji Ali Muhammad, Dkk. Panduan Penulisan Tesis Dan Disertasi,
(Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016), him. 18
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dalam memecahkan masalah dan untuk merumuskan hipotesis.®
Kerangkateori ini diperlukan sebagai pegangan pokok secara umum
dalam suatu penelitian untuk menggambarkan arah dantujuan
pembahasan dan juga mengarah kemana penelitian ini berakhir.
Dalam tesis ini, yang menjadi kerangka teorinya diantara lain yaitu:

1. Perceraian

Islam mengenal perceraian dengan sebutan talak, talak
merupakan istilah Figih yang memiliki arti membuka ikatan
atau membatalkan perjanjian.®! Ikatan yang dimaksud ialah
ikatan lahir batin yang timbul dari adanya perkawinan antara
seorang laki-laki dan perempuan. Jadi ikatan perkawinan
tersebut telah terputus akibat adanya perceraian. Dengan
demikian, putuslah hak dan kewajiban di antara suami istri
tersebut.

Sedangkan menurut Budi Susilo sebagaimana yang
dikutip oleh Muh. Syaifuddin, dkk., bahwa perceraian harus
berhadapan di depan pengadilan.®* Hal tersebut sejalan dengan
Pasal 117 KHI, Pasal 123 KHI,*® dan dipertegas kembali
dengan Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan bahwa perceraian dapat dikatakan sah apabila
dilakukan di depan sidang pengadilan dengan didasari alasan-
alasan yang dapat dibenarkan.** Maka dapat dikatakan bahwa
perceraian yang terjadi di Indonesia ialah putusnya perkawinan
yang terjadi antara suami istri yang dilakukan di depan
pengadilan, namun apabila perceraian tersebut tidak dilakukan

%0gygiono, Metodelogi Penelitian Kombinasi, Cet 4 (Bandung: Alfabeta,
2013), him. 294

$'Honey Miftahuljannah, A-Z Ta’aruf, Khitbah, Nikah & Talak bagi
Muslimah, (Jakarta: PT Grasindo: 2014) him. 140

%2 Muhammad Syaifuddin, dkk., Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika,
2013) him. 8

¥ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Departemen Agama Republik
Indonesia Bab Perkawinan Tahun 2000).

% Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
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didepan pengadilan, maka perceraian tersebut dapat dikatakan
tidak sah.

Selanjutnya dalam pembaharuan sejarah perundang-
undangan perkawinan, bahwa hak bercerai berada ditangan
suami dan kaum wanita atau istripun memiliki hak yang sama
untuk mengajukan perceraian dengan suaminya yang diikuti
dengan alasan yang dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan
hukum perceraian yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadits
yang memberikan hak yang sama tentang talak.*® Pada
Pengadilan Agama perceraian yang diajukan oleh suami
terhadap istri dapat dikenal dengan sebutan cerai talak.
Kemudian perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami
dapat dikenal sebagai cerai gugat.

Perceraian itu sesuatu yang dibenci oleh Allah, namun
Islam masih memberikan ruang bagi perceraian.*® Perceraian
yang dapat dibenarkan ialah perceraian dalam kondisi yang
mengancam bagi masing-masing pihak. Meskipun di Indonesia
masih memperbolehkan -adanya perceraian, Indonesia juga
mempersukar terjadinya perceraian. Hal tersebut sesuai dengan
asas hukum perkawinan yang berdiri di Indonesia yaitu, asas
membentuk keluarga bahagia dan kekal, asas monogami, asas
kedewasaan, asas mempersulit terjadinya perceraian, dan asas
perkawinan harus = dicatatkan, asas kesukarelaan, asas
kebebasan memilih, asas personalitas keislaman.*’

Asas mempersulit terjadinya perceraian dimaksudkan
untuk memberikan sikap meminimalisir timbulnya perceraian.
Di sisi lain Indonesia juga memberikan pengawasan perceraian
dengan cara dapat disahkannya perceraian apabila dilakukan di
depan pengadilan. Hal tersebut dimaksudkan agar perceraian

®|ffah Muzammil, Figh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam),
(Tangerang: Tsamart, 2019), him.148.
**Honey Miftahuljannah, A-Z Ta’aruf, Khitbah, him. 141
¥"Nabiela Naily, dkk., Hukum Perkawinan Islam, him 64-65.
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yang terjadi tidak dilaksanakan secara semena-mena oleh
masing-masing pihak. Selain itu juga memberikan kepastian
hukum bagi para pihak.
2. Alasan Perceraian

Pada dasarnya, perceraian dapat dikatakan sah oleh
pengadilan apabila memiliki alasan-alasan tertentu.®® Alasan-
alasan yang dapat dibenarkan dalam pengajuan perceraian di
depan sidang pengadilan vyaitu tertuang dalam Kompilasi
Hukum Islam pada Pasal 116* dan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 dalam Pasal 19.%
Alasan tersebut dapat berupa sebagai berikut:

a. Berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat,
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar
disembuhkan.

b. Meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan
yang syah atau karena hal lain diluar
kemampuannya.

c. Mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan
berlangsun.

d. Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak yang lain.

e. Mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
suami/istri.

f. Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga.

g. Suami melanggar taklik talak.

®Aden  Rosadi, Hukum dan  Administrasi  Perkawinan,
(Bandung:Simbiosa Rekatama Media, 2021), him 10

*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

“Operaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975
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h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan
terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Ketentuan diatas diadakan sebagai wujud pemberian
kehati-hatian bagi para pasangan ataupun para penegak hukum
untuk mengkaji lebih dalam persoalan yang terjadi oleh
pasangan suami istri dalam mengakhiri hubungan perkawinan.
Kompleksnya persoalan rumah tangga tersebut memang akan
memberikan kerugian bagi salah satu pihak suami atau istri
maupun kerugian yang timbul dari kedua belah pihak. Maka
dari itu untuk memperjuangkan kehidupan yang tentram para
pihak dapat mengajukan perceraian dengan alasan yang cukup
dan dapat memberikan keyakinan bagi para hakim dalam
memutuskan perkara.*!

3. Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan produk
hakim sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan
untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara. Putusan
yang dikeluarkan oleh hakim bukan hanya berbentuk ucapan
semata, namun pernyataan tersebut tertuang dalam bentuk
tulisan. Selanjutnya diucapkan di depan persidangan. Putusan
hakim tersebut dapat dikatakan sebagai puncak pencerminan
rasa keadilan, kebenaran yang hakiki, hak asasi manusia,
penguasaan hukum yang memberikan cerminan etika,
mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.*?

Fungsi dari adanya putusan ialah sebagai produk
penyelesaian perkara. Akan tetapi, hal tersebut bukanlah
semata-mata sebagai penyelesaian sengketa, melainkan

*Rizgiyah Rosyidatul Azizah, “Pola Pertimbangan Hakim dalam
Memutuskan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, Kosmik Hukum,
(Purwokerto) Vol 21 Nomor 1, 2021, him. 31

*’Rizqiyah Rosyidatul Azizah, “Pola Pertimbangan Hakim dalam
Memutuskan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, Kosmik Hukum,
(Purwokerto) Vol 21 Nomor 1, 2021, him 31
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memberi penyelesaian terbaik dan memberikan rasa keadilan
dan kemanfaatan bagi para pihak. Kemudian putusan hakim
pada umumnya mengandung sanksi hukum yang harus
dijalankan oleh para pihak. Sanksi tersebut sebagai
konsekuensi para pihak dalam menyelesaikan perkara.

Selanjutnya hakim dalam pengambilan keputusan harus
berdasarkan pertimbangan hukum terhadap perkara yang
disidangkan. Hal tersebut berorientasi pada Pasal 50 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan
bahwa putusan hakim harus memiliki alasan, dasar, pasal
tertentu dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan
yang tidak tetulis.** Sehingga pertimbangan hukum hakim
dapat ditarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dalil
gugatan berdasarkan peraturan yang tertulis maupun tidak
tertulis. Selain itu, pertimbangan hakim merupakan
argumentasi hakim yang dipertaruhkan dalam mengkonstantir
segala peristiwa yang terjadi selama persidangan.**

Berdasarkan uraian yang diuraikan diatas bisa diambil
kesimpulan bahwasanya pada suatu putusan pengadilan hukum
harus -~ mengemukakan Analisa, argumentasi, pendapat,
kesimpulan hukum, dan memuat alasan serta dasar tertulis
maupun tidak tertulis. ~Sebab dalam mengambil dan
mempertimbangkan putusan dapat di dasari rasa bertanggung
jawab serta keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan
bersifat objektif terhadap perkara-perkara yang harus
diselesaikan secara damai.

4. Tahap-Tahap Pengambilan Putusan Hakim
Pengambilan putusan oleh hakim tidak serta merta
terjadi begitu saja. Akan tetapi, pengambilan keputusan oleh

**Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 167)

“Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan
Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2012) him. 295.
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hakim melalui tiga tahap. Tiga tahap tersebut dapat berupa
yaitu pertama, tahap konstantir. Pada tahap ini hakim melihat,
mengakui, atau membenarkan peristiwa atau perkara yang
sedang diajukan. Kedua, tahap kualifisir. Pada tahap ini hakim
menilai peristiwa yang dianggap benar dengan ditemukannya
hubungan hukum bagi peristiwa yang telah dikonstantir.
Ketiga, tahap Kkonstituir. Pada tahap ini hakim telah
menemukan hukum dan menetapkan keadilan kepada para
pihak yang berperkara.*’

Ketiga tahap tersebut harus berjalan dengan tertib
supaya terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi yang
berperkara. Apabila tahap-tahap tersebut tidak diberlakukan
dengan baik atau tidak secara tertib, maka mengakibatkan
ketidak berhasilannya dalam menjatuhkan amar putusan yang
merupakan tahap terakhir yaitu konstituir. Sebab tahap-tahap
tersebut menjadi alat ukur untuk menilai pertimbangan hakim
dalam suatu perkara telah didasari rasa bertanggung jawab,
keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan bersifat objektif.

5. SEMA Nomor 1 Tahun 2022

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah ~Agung Tahun 2022 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang isinya
pada Rumusan Hukum Kamar Agama dalam persoalan hukum
perkawinan dijelaskan pada huruf b ayat (2) yang berbunyi
bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika
terbukti suami/istri berselisin dan bertengkar terus menerus

atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan”.*

*Abdul Manan, Ibid, him. 275

**Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022
Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
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Dikeluarkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 oleh
Mahkamah Agung membuktikan bahwa gugatan perceraian
dapat diajukan oleh para pihak yang mengalami permasalahan
rumah tangganya antar suami dan istri, apabila salah satu dari
suami istri keluar dari rumah kediaman mereka tampa
sepengetahuan satu sama lain dan tidak memenuhi
kewajibannya sebagai suami istri atau sudah tidak di ranjang
yang sama, itu cukup alasan untuk mengajukan gugatan di
Pengadilan Agama.

Untuk masa waktu 6 (enam) bulan yang dijelaskan
dalam peraturan tersebut bermaksud memberikan rambu-
rambu kehati-hatian bagi para pihak dan penegak hukum untuk
memutuskan perkara perceraian, supaya menjadi pengingat
dan pelajaran bagi yang lain untuk tidak semena-mena atas
ikatan perkawinan. Oleh karena itu, hal tersebut juga
bermaksud sebagai rasa kepedulian dan kerukunan sesama
manusia. Karena pada dasarnya perceraian merupakan
perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Maka dari itu
untuk mempertahankan rumah tangga perlu kerja sama atara
suami istri dalam memutuskan, mengingat tujuan menikah dan
masadepan anak-anak mereka, dan juga adanya keikutsertaan
lembaga penegak hukum dalam mediasi.

Selanjutnya alasan perceraian yang sering kali
dijadikan sebagai alasan gugat cerai yakni terjadinya
perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Hal tersebut juga
menjadi pertimbangan bagi hakim untuk melakukan tindakan
yang lebih lanjut atau memberikan putusan kabul bagi para
pihak yang mengadu atau menggugat. Alasan yang berat
maupun ringan akan menjadi pertimbangan hakim dalam
memutuskan perkara atau permasalahan yang terjadi. Maka
SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan akan hal tersebut,
dengan demikian manfaat dikeluarkannya SEMA tersebut
membuktikan bahwa pemerintah mempertahankan keutuhan
rumah tangga masyarakatnya dan memberikan kesukaran atau
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prinsip kehati-hatian bagi pasangan suami istri yang akan
mengambil putusan yang salah yankni melakukan perceraian,
apabila masih bisa di pertahankan dan di perbaiki.

1.8 Metode Penelitian
Metodelogi penelitian merupakan hal yang sangat penting
dalam suatu penelitian, dalam metode penelitian dijelaskan tentang
urutan suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis/peneliti dalam
artian dengan teknik dan prosedur bagaimana suatu penelitian akan
dilakukan dengan cara yang bagus dan benar. Tanpa metode seorang
peneliti tidak akan mungkin mampu untuk menemukan masalah,
merumuskan masalah, menganalisa masalah dan bahkan untuk
memecahkan suatu masalah untuk diselesaikan secara benar dan adil.
Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam
melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dengan cara yang
sistematis, metodologis, dan konsisten.*’ Dalam penentuan metode
penelitian harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dijadikan topik
pembahasan. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan oleh
peneliti dalan penelitian ini ialah:
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelirian ini
berupa adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum
normatif merupakan penelitian yang berfokus kepada aturan
hukum yang telah ada seperti peraturan, undang-undang, dan
putusan pengadilan untuk menjawab isu yang sedang dihadapi.
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan
yuridis normatif, yakni pendekatan yang merujuk kepada
bahan-bahan hukum utama seperti teori, konsep, asas hukum,
putusan hakim, dan peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan penelitian. Pendekatan yang dilakukan
oleh peneliti berupa putusan hakim. Pendekatan putusan hakim

#7Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Palu: Sinar Grafika, 2009),
him. 17
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merupakan pendekatan penelitian yang berfokus kepada
putusan hakim sebagai objek penelitian yang dikeluarkan saat
persidangan dalam memutuskan suatu perkara. Peneliti
menggunakan putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Sabang
sebagai objek penelitian untuk meneliti tentang pertimbangan
hakim vyang tertera dalam putusan tersebut terhadap
meminimalisir angka perceraian dengan menggunakan Surat
Edaran Makamah Agung/ SEMA.

3. Sumber Data

a. Data primer merupakan data yang berasal dari sumber
pertama yang digunakan secara langsung dalam
penelitian yang akan dikaji seperti Yurisprudensi.®
Data yang digunakannya berupa putusan hakim
Mahkamah Syariah Sabang. beserta wawancara dengan
pihak Humas Mahkamah Syariah Sabang terkait
dengan putusan hakim yang dianalisis.

b. Data sekunder merupakan data atau bahan pendukung
yang memberikan penjelasan secara rinci dari data
primer seperti buku atau Kkitab, jurnal, hasil-hasil
penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan
atau pendapat pakar hukum, dan lain-lain.** Bahan
hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari buku
teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana.
Kasuskasus hukum, serta symposium yang dilakukan
para pakar yang terkait.>

4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara
dalam mengumpulkan data suatu penelitian, tujuannya untuk

**Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul-Press, 1986),
him. 12.
**Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, cet.
8, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), him. 32.
*%Jonny Ibrahim, Toel dan Metodelogi penelitian hukum normatif, 2012,
bayumedia publishing, malang, him. 392.
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mendapatkan data berupa rujukan atau referensi.®® Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
melalui studi perpustakaan (library research), wawancara, dan
dokumentasi.

a. Studi perpustakaan (library research) merupakan
mengumpulkan dan mengolah berbagai sumber
referensi berupa buku, catatan, atau hasil penelitian
dari orang terdahulu serta menggunakannya sebagai
bahan penelitian.

b. Wawancara merupakan usaha untuk mengumpulkan
informasi melalui pertanyaan dan jawaban yang
diucapkan secara lisan. Dalam penelitian ini,
peneliti mewawancarai pihak humas Mahkamah
Syariah Sabang mengenai putusan hakim Nomor 1
tahun 2022 terhadap pemberlakuan SEMA.

c. Dokumentasi adalah data yang digunakan dalam
penelitian yang diperoleh melalui pengumpulan
atau pencarian (research).”®> Dokumentasi dalam
penelitian  ini mengacu kepada putusan hakim
Mahkamah Syariah sabang terhadap Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian
ini, yakni deskriptif-normatif. Teknik deskriptif-normatif
merupakan teknik yang dilakukan dengan cara memaparkan
berbagai data yang ditemukan termasuk putusan hakim di

*'Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Untuk llmu-llimu Sosial,
(Jakarta: Salemba Humanika, 2010), him. 144,
*2Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2010), him. 17.
*Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Alfabeta:
Bandung, 2005), him. 31.
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dalamnya, kemudian memahami dan menganalisisnya untuk
menemukan hasil kesimpulan secara ilmiah dan akurat.**
6. Pedoman Penulisan

Adapun sistem penulisan pada karya ini, peneliti
menggunakan pedoman yang merujuk pada buku Panduan
Penulisan Tesis dan Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019/2020.

1.9 Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan isi pembahasan ini, maka peneliti akan
membagikannya ke dalam empat bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori tentang penceraian
yang tersusun dari poin-poin pengertian Penceraian, cerai talak, cerai
gugat, mediasi, putusan. Rukun dan Syarat Perceraian, yang keterakhir
Konsep peran suami dan istri dalam hukum fikih dan hukum positif.

Bab tiga merupakan inti dari penelitian ini yang berisi
tentang profil Mahkamah Syariah Sabang, Relevansi SEMA dalam
menurunkan angka perceraian di Mahkamah Syar'iyyah Sabang dan
upaya hakim Mahkamah Syar'iyyah Sabang dalam meminimalisir
perkara perceraian.

Bab keempat merupakan bab penutup yang terdiri dari
kesimpulan dan saran.

>*Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1985), him. 5.



